1.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bagian ini, penulis akan menarik beberapa butir kesimpulan dari hasil

penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Meikarta dalam praktek jual-beli apartemen belum memenuhi
kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh UU Rusun. Ketentuan yang
dilanggar oleh pihak Meikarta berkaitan dengan praktek jual-beli
apartemen, ialah pemasaran apartemen dengan sistem pre-project
selling terkait dengan perizinan yang disyaratkan dalam Pasal 42 ayat
(2) UU Rusun, seperti Izin Mendirikan Bangunan yang belum dimiliki
oleh pihak Meikarta. Selain itu, pelaksanaan jual-beli apartemen
Meikarta belum memenuhi Pasal 43 UU Rusun yang mengatur
mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam pasal tersebut,
disyaratkan adanya keterbangunan 20% (dua puluh persen) yang
merupakan syarat pelaksanaan PPJB.

2. Terkait dengan keabsahan PPJB tersebut apabila ditinjau berdasarkan
Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat dinyatakan perjanjian tersebut
tidak memenuhi unsur kausa yang halal sebagaimana disyaratkan dalam
Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena tidak memenuhi syarat kausa
yang halal, PPJB tersebut dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi
hukum dari suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum ialah
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan. Dalam penelitian
tersebut penulis menemukan bahwa Meikarta menggunakan klausula
baku dalam perjanjian Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum.
Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa klausula baku dalam
perjanjian tersebut yang dianggap sebagai klausula eksonerasi. Pasal 18

ayat (1) UU Perlindungan Konsumen melarang penggunaan klausula
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eksonerasi dalam klausula baku. Sehingga, klausula eksonerasi tersebut
dapat dijadikan sebagai salah satu alasan batalnya perjanjian antara
pihak Meikarta dengan konsumen.

. Pemasaran apartemen Meikarta dengan sistem pre-project selling yang
belum memiliki izin membawa dampak bagi konsumen terkait belum
adanya kepastian hukum mengenai status bangunan tersebut. Dengan
artian bahwa peluang timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak
Meikarta membawa kerugian bagi konsumen Meikarta yang sangat
besar. Dalam hal ini, wanprestasi terjadi ketika pihak Meikarta tidak
melaksanakan prestasi sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian,
dimana prestasi yang dilakukan haruslah prestasi yang dapat diukur.
Wujud dari prestasi yang dapat diukur, ialah waktu penyerahan unit
apartemen yang dijanjikan oleh pihak Meikarta kepada konsumen. Oleh
karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada konsumen
Meikarta dalam pemasaran apartemen Meikarta yang belum memiliki
izin melalui UU Perlindungan Konsumen. Apabila dalam pelaksanaan
jual-beli apartemen Meikarta konsumen merasa dirugikan atas perilaku
pihak Meikarta, maka pihak Meikarta harus bertanggungjawab secara
kontraktual. Sengketa pihak Meikarta dengan konsumen akan lahir
apabila konsumen yang telah merasa dirugikan oleh pihak Meikarta
meminta ganti rugi kepada pihak Meikarta tetapi pihak Meikarta
menolak untuk memberikan. Setelah timbulnya sengketa, UU
Perlindungan Konsumen menyediakan jalur penyelesaian sengketa
secara hukum melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian
sengketa di pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan
ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Sedangkan, penyelesaian sengketa
di luar pengadilan dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, atau
konsiliasi. Terkait dengan sengketa rumah susun, metode penyelesaian
sengketa yang penulis rasa paling tepat adalah dengan metode arbitrase.
Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa majelis arbitrase

yang menangani sengketa rumah susun ialah majelis yang dianggap
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benar-benar mengerti tentang sengketa yang terjadi. Selain itu,
Kepmenpar Nomor 11 Tahun 1994 merekomendasikan penyelesaian
sengketa rumah susun yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan

jual-beli diselesaikan melalui arbitrase.

2. Saran
Pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis akan mengutarakan beberapa
poin-poin terkait dengan saran yang dibuat oleh penulis, sebagai berikut:

a. Pelaku pembangunan apartemen dalam melakukan pemasaran dengan
sistem pre-project selling harus memenuhi ketentuan di dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Rusun,
dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum
bagi konsumen apartemen tersebut.

b. Pelaku pembangunan dalam membuat perjanjian baku lebih
diharapkan untuk mempertimbangkan posisi konsumen agar
menghindari terjadinya klausula-klausula eksonerasi yang seringkali
menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu,
sebelum perjanjian baku diedarkan kepada konsumen, maka perlu
diadakan pengawasan klausula baku yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Dalam hal ini, pihak ketiga yang dapat dianggap memiliki wewenang
untuk melakukan pengawasan tersebut ialah Pemerintah, maupun
asosiasi-asosiasi pengembang rumah susun.

c. Konsumen apartemen diharapkan untuk selalu lebih waspada dalam
membeli apartemen yang dipasarkan melalui sistem pre-project
selling. Selain itu, konsumen diharapkan untuk memperhatikan
klasula-klausula baku di dalam perjanjian yang ditetapkan oleh pelaku
pembangunan.

d. Melihat dari maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
pembangunan dalam melakukan pemasaran dengan sistem pre-project
selling serta tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pelaku

pembangunan atas pelanggaran pemasaran tersebut. Penulis
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memberikan saran bahwa segera dilakukannya revisi terhadap UU
Rusun (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun) untuk melengkapi peraturan-peraturan dalam undang-undang
tersebut. Ketentuan yang perlu dilengkapi ialah pengaturan mengenai
sanksi bagi pelaku pembangunan yang melakukan pemasaran dengan
sistem pre-project selling yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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